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UPAYA MENINGKATKAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA DALAM MENDUKUNG OPERASI SEHINGGA
DAPAT MEWUJUDKAN KETERPADUAN
OPERASIONAL POLRI DALAM RANGKA MENCIPTA-
KAN SITUASI KAMTIBMAS YANG MANTAP
Oleh : Perwira Siswa Sespim Polri
Dikreg Ke-25/Praja Wira Wicaksana T.P. 1989/1990

ol

BAB I
PENDAHULUAN

Umum

a. Pelaksanaan tugas '”L"ln. dimasa
yang akan datang semakin diha-
dapkan pada, hak'" at ancaman

Kamtibmas yan(g makm kompie,ks-

dan menmgkat'
lan dengan, ter di
dibidang Iimu .éngctahuau dan
tehnologi.

ensitasnya, sta~

b. Tantangan tugas tersebut harus:

dapat dihadapi dan ditanggulangi
oleh seluruh kekuatan Polri“baik
dibidang Operasional maupun di-
bidang pembinaan, dimana kedua
bidang tersebut harus saling men-
dukung dan terpadu sehingga
dapat mencapai tingkat keberha-
silan pelaksanaan tugas yang op-
timal.

c. Walaupun tugas Operasional
mewarnai pelaksanaan tugas Polri,
namun keberhasilan pelaksanaan
tugas Operasional tersebut sangat
ditentukan oleh tingkat kesiap
siagaan Operasional yang tinggi.

d. Untuk mencapai tingkat kesiap-

__Kamtibmas yang mantap.

nya kcmaguan, :

siagaan Operasional satuan Polri
yang tinggi dalam sistim manaje-

_men Polri, maka peranan manaje-

ber-daya akan sangat
ruhidalam mendukung

pelaksanian Operasional Polri

dalam rangka menciptakan situasi

¢. Peranan pembindan ‘sumber
daya dalam mcndlﬂk‘ﬂﬂg‘ pelak-

(Juga mehputl pembmaan pen-
didikan‘dan latihan), Sub Sistem
pembinaan logistik;»Sub Sistem
pembinaan anggaran dan Sub Sis-
tem pembinaan informasi yang
harus berjalansecara simultan dan
selaras:

f. Memperhatikan kelemahan-ke-
lemahan-yang masih ditemui
dalam penyelenggaraan pembina-
an sumber daya dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas
Operasional. Polri, maka diper-
Iukan upaya peningkatan pem-
binaan sumber daya yang meliputi
Sub Sistem pembinaan personil,
Sub Sistem pembinaan anggaran
dan Sub Sistem pembinaan infor-
masi.



- a Petunjuk Pelaksanaan Nomor
- Pol. Juklak/011/X1/1989, tanggal
13 Nopember 1989, tentang
‘penyelenggaraan Diskusi II Pasis
- Sespim Polri ke-25/Praja Wira
- Wicaksana T.P. 1989/1990.

b. Lembar penugasan Nomor Pol.
28/X1/1989/B.Sdya tanggal 28
Nopember 1989, tentang Diskusi
II Pasis Sespim Polri ke-25/Praja
Wira Wicaksana T.P. 1989/1990,

¢. Materi kuliah/ceramah bidang
- Pembinaan SumberDaya, Strateg1
dan Manajemen Polri.

f

. Maksud dan 'Ill‘juan

a. Makalah lm disusun’ untuk
memenuh; pmugasan yang diberi-
kan lembaga, dalam rangka me-
menuhi. kunkulum di bldang DIS-
kusi II. : g

b. Dengan tu;uan memberikan
sumbangan pemikiran. tentang
pokok-pokok ‘pikiran yang-ber-
kaitan dengan updyapeningkatan
sumber daya dﬂm,mcndukung
pelaksanaan tugas Poln di bidang
Operasional dalam r_angka, men-
ciptakan situasi Kamtibmas yang
mantap. .

. Permasalahan dan Persoalan

a. Permasalahan. Sesuai dengan
judul makalah ini ditentukan per-
masalahan Bagaimana upaya me-
ningkatkan pembinaan sumber
daya dalam mendukung Operasi

schingga dapat mewujudkan ke-

~ terpaduan Operasional Polri da-
lam rangka menciptakan situasi

Kamtibmas yang mantap ?

b. Persoalan. Berdasarkan per-
masalahan di atas ditetapkam per-
soalan sebagai berikut :

1) Bagaimana penyelenggaraan
pembinaan sumber daya dewasa
ini dalam mewujudkan keter-
paduan Operasional Polri

2). Faktor-faktor apa yang mem-

; pcngal;uhl ?

3) Bagalmana penyelenggaraan
pembinaan sumber.daya yang di-
harapkan agar dapat mewujudkan
keterpaduan Qperasional Polri ?

4) Upaya apa yang perlu dilak-
sanakan untuk menmgkatkan

,penye.lenggaraan pembmaan sum-

bcr daya ?

X Mfe;t'ﬁc—!é.ﬁan Pendekatan
a. Metode Penulisan. Dalam pe-

nulisan makalah i ini menggunakan
metode deslénptlf ‘analitis, yaitu
mcngcml.fkakan keadaan tentang

-_keterangan dtau bahan-bahan

yang ‘berhubungan dengan pokok
permasalahan dan kemudian di-
gambarkan, dibahas dan dianalisa
dalam upaya mencari pemecahan-
nya.

b. Pendekatan. Dalam pem-
bahasan makalah ini mengguna-
kan pendekatan manajemen dan
pendekatan tugas, yaitu melihat



 pelaksanaan tugas Polri di lapang-
an dalam melaksanakan pem-
binaan sumber daya.

. Ruang Lingkup.

Makalah ini akan mehpuu ruang
~lingkup :

a. Kondisi penyelenggaraan pem-
binaan sumber daya dalam men-
dukung pelaksanaan tugas Polri
dibidang Operasional.

b. Upaya-upaya apa yang' perlu
dilakukan guna peningkatan pe-
nyelenggaraan pembinaan sumber
daya ? '

. Tata Urut.

Untuk membahas makalah//ini,
akan disusun dengan tata urut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BABII: PENYELENGGARA-
AN PEMBINAAN SUMBER
DAYA DEWASAINI

c. BAB III : FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI

d. BAB IV : PENYEEENGGA-
RAAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA YANG DIHARAPKAN

e. BAB V : UPAYA MENING-
KATKAN PENYELENGGA-
RAAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA

f. BABVI:PENUTUP

BAB II 4
PENYELENGGARAAN PEM-
BINAAN SUMBER DAYA
DEWASA INI

. Umum

a. Polri sebagai bagian integral
dari ABRI, di dalam pengembang-
an kemampuan diarahkan kepada
pembentukan kemampuan yang
efekfif~dalam menghadapi ber-
bagai ancaman.gangguan Kamtib-
mas yaitu suatu Kekuatan dengan
jumlah yang scukupdengan ke-
mampuan profesional yang dapat
diandalkan.

b: Disdalam pelaksanaan tugas
pokok, Polti, maka kegiatan pem-
binaan kekuatan selalu diarahkan
untuk ‘mendukung kegatan peng-
gunaan kekuatan, schingga diha-
rapkan dengan keterpaduan Bin-
kuat—dan-Gunkuat, maka/ tugas
pokok--Polri dapat. terlaksana
seeara optimal.

¢. Pembinaan kekuaran Polri,
adalah jugaspembinaan sumber
daya Polri, yang terdiri dari kom-
ponen-kemponen Personil, Logis-
tik, Keuangan dan Anggaran dan
Sistem Informasi Polri, mempu-
nyai peranan yang sangat menen-
tukan dalam keberhasilan pelaksa-
naan kegiatan Operasional Polri.

d. Penyelenggaraan pembinaan
sumber daya dewasa ini, di dalam
mendukung kegiatan Operasional
Polri telah dilaksanakan walaupun
dukungan yang diberikan belum



.."secara maksunal, karcna adanya
kctcrbatasan keterbatasan terten-
N 11 : :

9. Bidang Personil

 a. Operasi Rutin (Optin)

1) Tahap Perencanaan :

 a) Rencana program kerja bidang
- Personil telah disusun mulai ting-
‘kat Polres sampm tingkat Mabcs

Polri, sesuai dengan penyust

| - rencana program kerjas Kesau.'lan.

- b) Pejabat fungsional bidang Per-
sonil, telah terlihat dalam penyu-
sunan peren¢anaan program kerja
c) Selanjutnya telah disusun Pro-
gram Kerja, “ program kegiatan
serta rencana kegiatan bidang Per-
soml sesuai’ tingkat  kesatitan
Lasing « yang | dikaitkan
dengan aspek kuantitas dan aspek
kualitas personil,

2) Tahap pengorganisasian

a) Telah dilakukan; penempatan
personil dengan pola TOA /TOD,
serta kemampuan tehnis Kepolisi-
an/profesional Kepolisian: guna
memenuhi DSP/kebutithan Ope-
rasional Rutin.

b) Telah dikeluarkan produk-
produk/kebijaksanaan yang ber-
__kaitan dengan penempatan per-
sonil.

c) Telah dikeluarkan produk-
produk fungsional bidang personil
yang berkaitan dengan pem-
binaan personil.

3) Tahap pelaksanaan ;

a) Penerimaan personil. Penenma-

an personil diselenggarakan mela-

lui prosedur seleksi yang dilaksa-

nakan oleh Panitia Penerimaan
berdasarkan keputusan Kapolri a-

tau Pangab. Kegiatan seleksi pene-

rimaan diselenggarakan melalui
ujian tingkat Polda dan timgkat
pusat (untuk penerimaan Ba dan
Ta). .
b) Pendidikan dan Latihan.

(1) Pendidikan Polri berorientasi
kebutuhan tugas Operasional un-
tuk memperolehehasil didik yang
memiliki kualitas ‘dan, dedikasi
yang-memadai dalam mendukung
Bangkuat Polri.

(2)Kurikulum pendidikan diarah-
kan: kepada kebutuhan Operasio-
nal dan\materi latihan perorangan
yang bersifat asum@if,

(3). Tersedia sarama, prasarana
pendidikan serta alins dan alon-
gins gina mendukung/terseleng-
garanya pendidikan.
(4)..Upaya-~penyempurnaan pola
pen.dldikan pada setiap Lembaga
Pendidikan:

(5) Latihan perorangan diarahkan
untuk memperoleh ketrampilan
dalam upaya aplikasi pengetahuan
di lapangan.

c) Pembinaan karier.

(1) Pembinaan karier per sonil dis-
elenggarakan me nurut garis pe-
ngembangan jabatan dan kepang-
katan.



_-(2 ::Pelaksanmupayapembmaan
- karier dcnganpolapengcmbanganl:_-'-
~ dan penempatan melalui jenjang

' penugasan sudah mulai dilak-

 sanakan.

':(3) Pembmaén kaner dlselcng-
- garakan mengikuti prosedur dan

 metode yang berlaku dllmgkung

~an Poln.

 kan dengan ke ;
~ rut jangka /wakta

~ d) Pola Penugasan.
(1) Penugasan d;.selcnggarakan
- menurut prosedur sesuai_kewe-.
- nangan dan pendelegasian wewe-.
- nang pengangkatan dﬁlﬁ'mmrﬂan
pemberhentian ¢ dalﬁan' jg,b?ai

AT dan mcnu-
tertentu, dan

| ‘merupakan tm&m atautdurdf

/

area. “1" AT BRI/

e) Pola}abcit " # ‘k“"'""
TR

(1) Pola Jaba&%%;susun bﬁrﬂa—.-

organisasi. \ %
(2) Pola Jabatan me _' am

dilalui oleh pcrsoml dalan
pengembangan karier.

st

(3) Pola jabatan disesuaikan pula
dengan jalur pendidikan yang
telah diikuti.

- ) Pola kepangkatan.
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(1) Pola kepangkatan Polri meli-
puti daftar urutan kepangkatan
dan jabatan serta prosedur dan
persyaratan kenaikan pangkat.

(2) Prosednr dan pcrsyaratan ke-
naikan pangkat Polri diatur berda-

sarkan prinsip selektivitas sesuai -

dengan norma-norma ke-naikan

pangkat personil ABRI/ Poln
g) Perawatan. 4
(€5 Perawatan mental dan keha- o
dupan kerokhanian.

(a) Pembinaan mental dilak-
sanakan untuk memelihara sikap

jiwa kejuangan dan profe-
. pbnlaku hidup per-

mcngamalkan Trib '_"l:a d@n Catur
Prasetya. Sl \

(b) "Pembinaan keln

khanian ‘Dertujuan U b
-puk BQ’WI'H_IT Polri s
Hamba Tuhan yang Par

2 Peravatan  Jasmani
'Kimhm / Maksana%ﬁﬁdngan

yxakan sctélah ada keputusan
‘dari yang'berwenang berbentuk :
(1) Pemberian masa persiapan
pensiun (MPP) dan perpanjangan
dinas aktif (PDA).

(2). Pemberhentian dengan hor-
mat dengan hak pensiun, tunjang-
an bersifat pensiun dan tunjangan.
(3) Pemberhentian tidak dengan
hormat.




4) _Tahappengendalmn.

- b) Telah dilaksanakan tindakan
_ *korckﬂ/pcrhalkan terhadap pe-
~ myimpangan-penyimpangan yang

- ditemukan, di semua tingkat

2 ~ kesatuan.

b. Operasi Khusus Kepolisian
1) Tahap perencanaan. -

a) Telah dibuat rencas
(Renbanminlog)
Renops sesuai 'S :
Kapolri Nomor Pol. Skep/ 187/
IV/1989 tcntang komponen
Operas:onal]’oln '

b) Bila pejabat fungsional Binpers
dilibatkan dalam rapat koordinasi
pendahyluan, telah dlsampalkan

2) Tahap pengorganisasian.

a) Secara informal, pejabat fungsi
Binpers telah menyampaikan per-
timbangan-pertimbangan personil
dalam rangka pembentukan UKL,
melalui Kasat Operasional yang
terlibat dalam Operasi.

b) Sejauh terdapat keterlibatan
anggota dari komponen fungsi
Binpers, maka pejabat fungsi Bin-
pers yang bersangkutan, terlibat
aktif dalam pengerahan anggota
tersebut.

R _"nodlk pembmaan persoml, scsuan.' g
tmgkat ke,satuan

e a) Secara mformal, pejabat fungsl'i_:; gl
‘Binpers telah mcuyampajkan DECEE.
timbangan-pertimbangan personil
dalam rangka pelaksanaan Opera-

si, melalui Kasat Operasional yang
terlibat dalam Operasi.

b) Scjauh menyangkut keterli-

batan anggota dari komponen
fungsi Binpers, maka pejabat
fungsi Binpers yang bersangkutan,
tsﬂibat aktif dalam tahap ini.
fungsn personil baru
a peranannya bila ang-
gota S‘afga& ’-'%rkcna musibah

som] dala.m masal,__ s A
betkaitan dengan persoml masih
bersifat informal. -

b) Pejabat fungsi personil baru di-
mintakan peranan/perhatiannya

bila timbul kasguig-kasus'pelanggar-

an dls:plm/pcnylmpangan pelak-
sanaan tugas yang sifatnya
menonjol (misalnya pungli, peng-

aniayaan, penggelapan barang

bukti, dan lain seterusnya).

10. Bidang Logistik

Kondisi penyelenggaraan pem-
binaan Logistik di dalam men-
dukung pelaksanaan Operasi
Kepolisian dewasa ini, adalah
sebagai berikut :

11



o Pelakxanaan Opera.n Rurm
 Kepolisian.

e 3_.: 1) Perencanaan
~ a)Penyusunan Rencana Anggaran

_ diawali dengan pengumpulan data

~ personil, Materiil Logistik, data
~ kriminalitas dan data giat Opera-
 sional, rencana anggaran yang

~ dilengkapi data ini merupakan
~ proses penting dalam penyusunan

 DUK/DUP. 8

~b) Penyiapan plrantrLun kb

~ juklak/juknis di/ dalam
pelaksanaan nggaran.

‘ab Nomor:
- Keputusan |

a) Scsumdcn ‘_' szutusan?ang
€] /11/!’/1[1"/1984
olri Nomor,  Ral.
Kep/09/X/1984 | dan Kep/07/

VII/1985 t’entaug (lrgamsasx.

Kepolisian Republi
b) Untuk keperlyan perumtsan;
penyusunan dmiﬁengelolaan ang-

garan dibentuk * panma anggaran

3) Pelaksanaan.

a) Penyaluran dana ke Satker ber-
jenjang mulai dari penerimaan
OM dan Men Hankam, SKOIN
dari Pangab dan SKOP dari

“Kapolri serta P3  turun dari

14

Kotama.

b) Rekomendasi sebagai pemberi
arah dalam pencapaian prioritas
sasaran yang hendak dicapai.

c) Kctctlambatan dana pada Sat- s

ker ditutupi oleh dana siap pakai
 yang disalurkan oleh. Kapolda ke-
pada Satker termasuk Polsek
sebagai ujung tombak Polri dan
apabila dana APBN telah ada,
maka dana siap pakau dikembali-
kan.

4) Pengendalian.
a) Pengendahan di bidang ang-

garan._lebih  dititik _beratkan
kepa hgpaya peucegahan ter-

Ny

ey,

yimpangan  dengan
i 'sebagal berikut :

e

prinsip-prins}
(@ Mcngum%dakan pen-
cegahan danpada H:ﬁgfudakan
(2)*Paxtisipasi pcngelpl@;gnggaran
(3) Mcmbnmbmg dan me:ipldlk
1(4) Prmstp Keadilan.
b) Pei

""7"1

’fidhllan Kasﬂ’ﬂtor képada

] 3 f ]
!appran mtuasn keu n,/
Jlainlaporan kefajian, 1aporan
kemajuan fisik: ,p:pyek pemba-
ngunarn, laporan"Emwulan
b.—~Pelaksanaan Operasi Khusus
Kepolisian. -

1) Perenicanaan.

a) Bersama-sama fungsi personil,
logistik, membuat Ren Ban Min
Log untuk menentukan kebutuhan
anggaran yang diperlukan dalam
mendukung pelaksanaan Operasi
Khusus Kepolisian yang akan
dilaksanakan.

b) Menyiapkan Dok Perwabgar




-sehmgga persiapan di dalam me-

nerima dan segera menyalurkan
anggaran kepada  pelaksana-

pelaksana Opssus.

2) Pengorganisasian.

a) Struktur organisasi bidang

anggaran merupakan bagian dari

Struktur =~ Organisasi  Operasi

Khusus Kepohsum yang dilaksana-

kan.

b) Badan pengelola keuangan
Polri meliputi Diskusi Or-

ganisasi/KU Kotari, dan

Juru Bayar, bqrf
garakan penya%u:an dana sesuai

dengan rencam, program yang

telah dlsyahkan
3) Pe!aks'anaan
- a) Pelaksaxman Operasi; Khusus

dana Operasl Khusus, yang
dlpusatkan i Mabes Polri. | *

untuk Opera.s1

iar mandm Kem~

layahan namuﬁ sudah dnalokasx-
kan dari pusat

.....

dibidang anggaran dalam Operam
Khusus diarahkan kepada peng-
gunaan anggaran oleh UKL di
dalam menangani TO.

12. Bidang Sistem Informasi Polri.

a. Perencanaan.
1) Aspek sistem dan metode.
a) Sistem dan metode informasi

Polri be!um tersusun dengan jclas
(belum baku).

b) Slspullahjlanta yang selama ini
dijadikan pedoman baru diman-
faatkan pada penggunaan Silops,
sedangkan Simin belum terlak-
sana dengan baik karena keten-
tuan mengenai Simin (bagaimana
pelaksanaannya) tidak tercantum
dalam Sispullahjianta.

2).Aspek Personil.

a) rsonilyang memiliki kemam-
dangkomputer terutama
Progrnmn dan analis masih ter-
angkan rencana kebu-

tuhan persoml delaql \meningkat-

kan kualitas melalui, pendidikan

danlatihan di b ng komputer
belum, ‘tersusun kaxena terbatas
dana-.

b) Persyaratan keakhlian bagi per-

“sonil (kuahtas/kuanutas) belum

tersusun-dengan buk. -

3y Aspek fasilitas:

a) Sarana daa rana penyam-
paian/fasilitas »informasi seperti
alkomiek dan pcralatan komputer
masih 'digunakan secara umum
(untuk” memenuhi kebutuhan

kesatuan) belum ada pembagian

kerja yang jelas karena prasarana
masih terbatas.

b) Rencana penggunaan per alat-
an untuk sistem informasi belum
terinci secara lengkap sehingga da-
lam pelaksanaannya sering meng-
alami hambatan, antara lain ada-
nya peralatan yang rusak, kurang
suku cadang dan sebagainya.

15



b i a) Belmﬁ adanya penentuah yang L
 jelas mengenai jenis atau macam. i
- elemen data. - ' L

' b) Bank data belum bcrfungsx S

- ¢) Jangka waktu guna pen_yusunan; s A
" rencana induk mengenai penyu-

~ sunan data” dan informasi serta - 5 )
AT AE __-'_'2) Aspek personil. Penempatan-

~ jaringannya belum ada.

16

'b. Pengorganisasian.

b) Struktur \
belum tersus

3) Aspek fasilitas:

a) Kualifikasi fasilit
masi belum jelas.

b) Sarana pendukung masih e e

batas.
4) Aspek data dan infonnasi

1)Aspeksts¢emdan metade Peiak- Rt Ty
‘sanaan pembinaan sistem infor-
‘masi Polriyang ada (melalui Simin

~ dan Silops) masih bélum lancar
schingga belum  terwujud im-

plementasi sistem dan metode.

‘serta interaksi antar fungsi.

oml yang. ada hanya untuk

nmn pengorganisasian dan
penyelenggaraan sistem informasi
Polri masih belum efektif, antara
lain karena lemahnya prosedur

lian- rhadap keglatan pe-

terutama dalam mendukung ke-
giatan Operasional belum ada.

b) Jenis/macam data dan infor-
masi dari Simin dan Silops belum
terpadu.

bidang pengawasan, dan pengen-
dalian juga dituntut untuk memi-
liki kemampuan/pengetahuan di
bidang informasi.



13 Kelemahan-kelemalmn.
g 'ZID: bidang Personil.

~ 1) Dalam Opcrasm Rutm cho-
'hslan

7 a) Tahap perencanaan

'_(1) Ren Pro;a/Pro]a/Proglat/

nya diorientasikan kcpada ke-

:an/rencana kcglatan, belum sc-..:
- suai dengan sasaran yang telah'

dltentukan T
(2) Pencrapan ketcntuan Juldak/'

- Juknis belum konsisten/akurat. -

3) Pcng‘enibangan kemampuan
belum dapat memenuhi kcbutuh-
an Operasional.

(4) Penempatan dan penugasan

tugas Opera:.
b) Tahap pengorgmwaszan

1) Menempatkan/gggygasan per
sonil baik melalui_ 'E,GA/T OD;

diputuskan atas dasar penilaian

yang diwarnai secara dominan
oleh faktor subyektif.

(2) Masih terdapat kejanggalan-
kejanggalan penempatan/penu-
gasan personil bila ditinjau dari
pola pembinaan karier, kualitas
personil dan DSP.

c) Tahap pelaksanaan.

(1) Pelaksanaan program kegiat-

~ butuhan Operasional dalam meng

~ hadapi hakekat ancaman_ Kamtib- kurang memperhatikan = aspek
; T 'kcmam uan, kondisi wilayah dan
mas. / gzggﬂ 21

*.
(4 Kegxatan-keglatanfy o J’él 7 R
gramkan belum mengar € ‘~-~«@)§:Pemlman5 dal:
tajam dan tcpatﬁ yada_sas: 4
sasaran scsuax’tui‘gkii |
Vo

) Perencanaan pengcmb angan (6) Pe.rawatan ‘personil masih
kemampuanpersoml untuk kebu-  belum, scpenuhn_ya - dapat ter-
tuhan Operasional dihadapi pada Janskﬂ“rsehmgsa dﬂﬂ.@smcnumn-
kendala terbatasnya danayang tet-  kan moril personil.y .
sedia. [ EHE “4 1Y/ dl) Tahap pengendalian:
4) Fungs: xgrwml ndak dihbat- (1) Belum wrhpaL%a konsis-
kan secara langsung dalam.mcn;ru- tcn‘penydleuggara an gelar pembi-
sun lccbual&n pclaksaﬁaan ' maan,fsehmgga sejé‘n]fﬁmana pen-

7.-capaian’ sasaran . program tidak
e dapaf “diketahiu; demikian pula

revisi program tidak dapat dilaku-
kan segérasetelah ditemukan ken-
dala/perubahan dalam pelaksana-

(2) Laporan periodik personil be-
lum tepat waktu dan belum sepe-
nuhnya memberikan informasi pe-
laksanaan program secara obyek-
tif.

(3) Tindakan koreksi/perbaikan
yang dilakukan belum konsisten.
Dalam banyak hal upaya per-
baikan belum disertai dengan tin-

17



 dakan rehabilitasi, sehmgga dalam_

_ pencatatan personil yang sclalu

terdapat adalah perbuatan-per-

- buatan tercela/negatifnya saja.

18

(4) Pejabat fungsional Binpers,

~ tidak diundang/dilibatkan secara

formal dalam pelaksanaan gelar
Operasional Rutin.

2) Operasi Khusus Kepolisian.

a) Tahap perencanaan.

| (1) Pertimbangan pcrsoml"dalam.
rapat koordinasi terbanas sean-

m 1 uatan vlflr Per.s
tidak ada'per yataan SECara>: ken-
sepsional ' ‘untu tuk g
pelaksanaan Oper  Khusus: ™

(4) Materi rencanafungsi (Ren-
minlog) belum memenuhf *kebu-
tuhan.

(5) Kurang mempertimbang’kan-
segala resiko personil bila operasi
akan mulai dan selesai dilak-
sanakan.

b) Tahap pengorganisasian.

(1) Pejabat fungsi personil tidak
dilibatkan secara formal dalam
tahap ini.

(2) Pertimbangan-pertimbangan

(3) Men]elang

personil yang diberikan oleh
pejabat fungsional Bin Pers secara
informal lebih bersifat pribadi/
subyektif.

(3) Belum melaksanakan inven-
tarisasi personil sesuai kebutuhan
yang akan dilibatkan dalam rangka
pelaksanaan operasi. <
(4) Belum dilaksanakan koordina-
si dalam penyiapan personil peng-
gann/ tenaga perkuatan, baik yang

(1) Pc]abat fungsl pcrsoml tidak
dlhbatkan secara 'formal dalam
tahak

Tasi belum melaksanakan latihan
terhadap perspml ‘yang akan dili-
batkan dalam pelaksanaan operasi
(4) Belum-ada atau belum disiap-
kan perangkat Yang dapat dipakai

sonil selama operasi dilaksanakan.

(5) Belum adanya HTCK yang
diberlakukan selama operasi yang
berkaitan dengan fungsi personil.

d) Tahap pengendalian.

(1) Pejabat fungsional Binpers
tidak diundang secara formal da-
lam pelaksanaan gelar Operasio-
nal Khusus.



4 :j...(2) Evaluas1 pelaksanaan operam
~ dari aspek personil bersifat sek-

toral (sempat) karena dntm;au se-
- mata-mata dari visi Kasat Ope-
" rasional yang terlibat dalam satuan

tugassriiit eeard-dn b
' (3) Belum sepenuhnya dapat me-
~ mantau kegiatan dan hasil yang
dicapai serta belum melaksanakan
Anevyang berkaitan dengan aspek
penggunaan personil dalam ope-

rasi, berdasarkan laporan operasi .

dan hasil gelar operast:”_.=
i N s i

(4) Belum melaksanakan supervisi :

operasi dalam” kegi 1 fim ter-
'padu dalam"xdngka cndapatkan
masukan yang Ebcrltrlszaat dan
mcndorong dis ,a;;nlka opcras:

1) Daiam Operasi Runnxepolman

a) Pf’rencarzaan
t
Penyu.sunan

am dan ang-
garan logistik ditm t Mabes dan
Kewilayahan bclum da t dilak-
sanakan secara intensif, dl.scbab-
kan karena Pola Logtstlk yang ada
belum akurat dimana sistim_pen-
dataan masih bersifat manual dan
belum dapat terintegrasi dengan
sistim komputerisasi, sehingga
pemutakhiran data selalu tidak
cocok, yang selanjutnya akan
mempengaruhi kegiatan-kegiatan
lain (fungsi-fungsi logistik lainnya)
mengalami hambatan.

5 b) Pengmganmasmn

(1) Adanya pcngganhan-pcnggan
tian Personil Logistik, terutama
yang akhli dibidang log;suk, ndak
direncanakan. .

(2) Pengorganisasian Komlek se-
tingkat Mabes Polri yang ada ini

tidak dapat mendukung operasi
secara penuh, karena struktur

_yang ada sekarang ccnderung ber-
_orientasi kepada penyiapan dan

E;.mehharaan peralatan komlek,
kan bcmncntam kepada pe-

ngembangan dan pembinaan sis-
tem Komiek Polri, dimana dapat
membina secara terpusat langsung
semua komlek: yang. berada di

Kewilayahannya.

) (3) Tcrbatasnya persouﬂ komlek

yangmempunym Euahﬁkasn teknis
komlek. -

L@y Kcmampuan pejabat pembina

fogistik ~ di kewﬂaynhan kurang
menguasai bidang tugasnya.

c). Pelaksaan..

(1) Alokasl/droppmg anggaran
biasanya’.tetlambat sehingga ter-
jadi everioop d

"(2) Belum dapat memenuhi
_kctepaian dalam pendistribusian,

yang meliputi :

- tepat jenis

- tepat kualitas

- tepat waktu

- tepat jumlah

(3) Terbatasnya fasilitas angkutan,
serta kondisi sebagian Ranmor
yang sudah kondisi usia tua,

19



e ¢ ;sehmggaberpengaruh pada mobi-

.(4) | Belum adanya standansasn

_ Matlog Polri (alut/alsus).

~(5) Belum lcngkapnya norma in-
. deks. - -

(6) Belum berjalan scpcnuhnya

 sistim informasi data logistik.

_(7) Terbatasnya dana pemelihara-
~ an, disamping rasa kurang tang-

- gung jawab scbagian besar pema-

kai inventaris/ materul—matsrﬁl,lo-»

3 gistik.
- d) Pengawasan dagp W}%m

- tuan/Pimpinan /Satker
penyelenggaraaﬁmﬁémbmaan lo-.
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(1) Peran serta para Kepala Kesa-
atker

fdan hanya'c di-
otan;{a.

gistik relatif ‘kur
serahkan kepad

(2) Pengawasan melekat dari para/
pejabat fungapn;gs penyelepgga—»

raan pembinaan, 1 latlf kurm

2) Dalant Operast
a) Perencanaan. Penyusunan Ran
Ban Min, schggaj,; ,Jlampiran
Renops yang akang;@lalg;a_gakan
hanya bersifat formalitas. Peli-
batan fungsi logistik cendcqzmg
ditinggalkan dalam penyusunan
Renops, apabila dilibatkan hanya
bersifat formalitas.

b) Pengorganisasian. Dalam pelak-
sanaan Operasi Khusus, tidak dis-
iapkan/ditunjuk personil logistik
secara khusus untuk melak-
sanakan seluruh kegiatan yang ter-
tuang dalam Ren Ban Min (Log).

s ;mﬁngcrtl tata cara

(2) - Personil yang  menyusun

)!u

i c)PeTaIcmnaan HenB“anMﬁ:yang A
_telah disusun, tidak dilaksanakan
_secara maksxmal/sepcnuhnya

d) Pengawasan dan pengendalian.
Selama berlangsung operasi khu-
sus, wasdal hanya dilaksanakan di
atas kertas dalam bentuk laporan

_ penggunaan duklog sesuai Ren

Ban Min.
c. Kelemahan-kelemahan dibidang

Apcngg}suna.n DUK
masih ‘ada petugas yang belum
nyusunan-
nya{gembuatannyag ésag \cende-
rung pembuatannya hanya seke-
dar formalitas dimana sasaran dan
¢bentuk | keigutan masih belum
- mempedomani Kir Intel dan Anev

pelaksanaan program kerja tahun

i )

DUE/DUP mcmxhlu kcterbatas-

“~an di bidang pelaksanaﬁn tugas

Operasxonal,"’ sehmgga kurang
nghayatx kebutuhan anggaran
untuk 1 ehdukung tugas Ope-

: %.S'i ] S

(3) Pamna anggaran dalam pe-
nyusunan anggaran belum meli-
batkan para pelaksana Operasio-

_ nal sehingga DUK yang disusun

belum sepenuhnya mencerminkan
Ren Giat Operasional yang akan
dilaksanakan schingga DUK
belum dapat mendukung kegiatan
Operasional.

]



i b) Orgamsast

(LY, Di dalam rangka pelaksanaan
tugas penyaluran dana melalui
NPBP dari Disku ke keuangan
Kotama dan NPB dari keuangan
Kotama ke Pekas masih sering ter-
lambat, sehingga dana terlambat
diterima oleh Penggunaan pada-
hal P3 sudah diterima. j

2 Pekas dan Juru Bayar dl dalam

k ‘_% ihak luﬁ l:e.gutan
ﬁ{étap bega‘lan sesuai

Satker h ar
dengan pre%am kegla”fan., "%e :

membmhm&tmu raguan i~

dalam penggunaan 4ana tersebut.
d) Pengendalian. .. &

(1) Masih ada Kasathcr.
memberikan kcwenanganﬂkeper-
cayaan penuh pada Juru Bayar
dalam pengelolaan keuangan Sat-
ker disebabkan karena Kasatker
. kurang mempunyai kemampuan
di bidang manajemen program
dan anggaran Polri, disamping itu
karena kesibukan dari Kasatker.

(2) Administrasi pembukuan serta
laporan keuangan sering kurang

LIONE

£ I e

! :-mendapat perhatian  dari sctlap.

Kasatker, schmgga pcnggumn

_ anggaran dan dana untuk penye-

lesaian program tidak dapat ter-

_ laksana dan bahkan tlda.k sesuai

~dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Masih scnngnya tctj&dl kelam
batan penyampaian laporan situasi

keuangan, schingga mengakibat-
kan keterlambatan siklus pen-

\} kepada TO, CBdan Sunkuat

@Pssus ’~.- -ﬂm

‘dﬁxbatkan dalam |
re‘ﬁéan’éﬁ dalam bperasl Khusus.

“b) @rgamsast Se’c%rma orgamsator
ngclola anggat 'r’hanya tercan-
ifglal‘dalnm struktur
organisasi pamun tidak dilibatkan
dalamﬂ%ensnﬁ{fraﬂ sasaran Opssus
i akan, sehingga mem-
J°n’“§ﬁj£mu “kéberhasilan penyu-
-sunad ‘anggaran.

“¢) Pelaksanaan. Masih sering

dialami keluarnya Prinops pada
Operasi Khusus Kepolisian tidak
disertai dukungan dana operasi,
dukungan dana tersebut diterima
dalam tahap pelaksanaan operasi.

d) Pengendalian.

(1) Administrasi pembukuan serta
laporan keuangan/anggaran Ops-
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fx (2) Masih scnng tc!]adl kctcrlam—_ v ERe

' '.__1) Belum ada ketcntuan ketcn- s

" mengenai SIP (Sistem Jl

-:Poln) sebagal peao '

- merupakan pcn]'
tem Informas:;i

"y BAB ll[ T
FAKTOR—FAK’I‘OR YANG MEM

| o PENGARUH!
 batanpenyampaianlaporansituasi 4 .
~ keuangan/anggaran yang mendu-
- kung pelaksanaan Opssus Kepoh 14 Ksendala ; 4
o osiam - Faktor-faktor yang menjadl ken-
" daladalam penyelenggaraan pem-
i T I P - penyelengg pe _
3 g”? a:nxdangst em nformasr em-.  binaan sumber daya dalam men- -
- dukung operasi Kepolisian adalah:

ersonil.

tuan yang baku (piranti

ghimpun data\bit
(Simin). Sedangk
mengatur  arus
melalui satu pintu bel

3) Koordinator antar fungsi mau-

pun fungsi dengan Puskoda}‘ps/"
Pullahta dalam penyelenggaraan
Sistem Informasi belum mantap. 2) Anggaran dukungan logistik
dalam penyelenggaraan operasi

'_T'kung keberhasilan operasi.

4) Personil yang mengawaki pera-

22

latan komunikasi terutama kom- ~ khusus Kepolisian sering langsung

puter masih terbatas (kurang ditangani oleh fungsi Operasional
terlatih). tanpa melibatkan pengemban
fungsi logistik.

5) Kerahasiaan mengenai pen-
giriman data/informasi kurang
diperhatikan.

3) Masih adanya anggapan dari
Unsur Operasional babwa tanpa



dukungan unsur pengemban fung : .
si logistik, operasi Kepohsmn tctap_'_:'

bisa dllaksanakan

4) Dalam pengadaan 1oglst1k ma-

sih belum memenuhi ketepatan

dalam hal jumlah, kualitasnya,

'jcnisnya maupun. wa,ktu pengada-
c. BtdangAngamn P :
1) Keterbatasan pengetahuan Ka-

satker dibidang Admmlstrasl}ga-

uangan dan dalam

selcknfitas danprmntas ,‘

an Operasional K pohsxan

2) Mas:h dli'isikan kurangnya
Kasatker daﬁl%% fhal

membuat | perk
sunan kebutuban dikait-
kan dengan Klrka, tmjauan dan

Analisa Pro%ﬁatkcr dan kcbl]ah- !

sanaan pimpinan la; =74

3) Penerbitan SKO SKOP dagm

lambat.
E.d" Y 11:.\

4) Pcnghayatan petugas pengelola
anggaran terhadap <fugas-tugas
Operasional masih kuma,ﬂga;}{,;‘,g -
5) Dana/anggaran Triwulan untuk
mendukung kegiatan Operasional
terlambat diterima Kasatker.

d. Sistern Informasi Polri (SIP)

1) Akumulasi data dan pcngolahai;
data terpusat, tepat,. cepat dan
akurat belum dapat dipenuhi.

2) Setiap komponen dalam orga-
nisasi Polri memiliki dan mengem-

raan dan' g.e:;yu;-r,_;

bangkau pola pembmaan mforma—
si masing-masing, tanpa banyak
memperhitungkan  tuntutan in-
tegrasi dalam ikatan dengan or-
gamsas;yanglcblhbesar PeTTE T

3) Dispullahta Polri sclaku pem-
bina fungsi  kepullahtaan  di
seluruh  jajaran . Polri  belum:
mampu menjalankan fungsi dan
tugas pokoknya secara optimal.

faktor yang mengunt

Polsi dalam © ¢ ’menyuapkan
kebuttthan persoﬁlr‘ guna men-
dukung’ |\ kegiatan##® Ope-rasl
Ke“a‘hsi:iﬁ TEREE

2), Tcrséé:anya RTCK ahtar badan
pada tmgkat pusat ! mau oun kewi-
layahan’ Polri terutama RTCK di
hngkungan _fungit&“"@perasmnal
Polri. ’

3) Pembmaan"penfﬂuﬂ Polri ter-
utama. dila"ﬁ"*ﬁmgka meningkat-
kan kuallt’as ;personil melalui Pen-
didikan: Kejuruan maupun pena-
taran-penataran baik di tingkat
pusat maupun daerah sangat
membantu dalam meningkatkan
kemampuan dan rasa kepercayaan
diri/sikap - mental —petugas . di

lapangan.

b. Bidang Materiil/Logistik.

1) Sebagian personil logistik telah
mengikuti pendidikan kejuruan
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= .2) -Loglstlk yang ada di ke
e 'layahan walaupun terbatas masih
~ cukup mampu dalam mendukung'f ) B

. tatananm, ‘pengendali, wewenang

~ kegiatan operasi Polri.

o 3) Puantllunakdalammcndukung.
~ operasi Khusus Kepolisian (Kzr-;
- Log) tetap disiapkan.

' c ‘Bidang Anggaran.

‘anggaran baik yang mer
-opera51 rutin’ mauu
khusus. '

2) Dengan ters

- nal baik ope

24

yang mengatur proscdur chb

pakai sangat r
caran penyelet

operasi khus
ngan sering
maan angg
maupun ope
d. Bidang Sister
(SIP)
1) Telah dlbaku\ ya
pokok penyelenggar 3
an Sistem Informasi*Ha
yang dapat menjadl\p
dalam penyelenggaraan Siste
formasi Polri.

2) Adanya berbagai kebijaksanaan
Pimpinan Polri dalam membina

formasi Polri untuk kepentingan
penyelenggaraan fungsi-fungsi
manajemen di dalam organisasi
Polri. Kebijaksanaan-kebijaksana-
an tersebut terdapat dalam pola

'“'dasarpcmbenahanPoln, Rckonfn'”

scrtaopt:masxdanj inan

o '3) Dari segi penyclenggaraan sis-
* tem informasi Polri, telah adanya

 dan tanggung jawab yang terdiri
dari penanggung jawab umum,
~ penanggung jawab fungsi dan

~ penanggung jawab tehnis.

. - e 4 Tcrscdlan a peran kat/alat'
1) Sudah tersedianya plranu lunak. b ) yuiperthe

aung penyelenggaraan Sis-
na. 'J’\ln seperti alat
caralprosedur

£ gmchpuu personil, logis-
" tik, anggaran dan informasi guna
mendukung pelaksanaan tugas
operasional.

b. Dari penyelenggaraan pem-
binaan sumber daya yang optimal,
diharapkan mampu memberikan
dukungan :

1) Personil dengan postur
kekuatan dan postur kemampuan




yang sesuai dengan kebutuhan
JOpenal :
.':2) Materiil, Fasnhtas dan ]uga yang

tepat jumlah, tepat kualitas, tepat
. jcnis dan tepat waktu.

3) Anggaran yang memadal dan

tepat waktu.

-4) Informas: yang bcrmakna tepat
i waktu dan akurat.

c. Dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas Opsna], pemn
ansumber daya diwuju

nyata mulai dari aw
fungsi manajemen’ dal m manaje-
men Opsnal Poln ; “ditandai
dengan adany%lce eﬁ?ga

pejabat fuugﬁl _al pembmaan
sumber dafai %ila’m sctlap tahap
perencanaan,pef gorgamsaatan
pelaksanaal ) pcngcndahan

serta penyusunan produkg‘pe;cn—: {

canaan kegmtan/perklram-gerh-

raan, data[n nf ¢ dal

0pcrasl rutin maupun dalam

operasi Khusus";ﬁgohsmn . "'

d. Dalam opcrasmuun‘l(cpohsnan,
keterlibatan pcrannnsumber daya
bermula sejak dltcmman,y& Kir
Intel tahunan, dan bcra!thir ada

"fﬂ

penyelesaian seluruh kcglatan:

yang ditandai dengan penyusunan
analisa dan evaluasi program kerja
dan anggaran tahunan.

e. Dalam operasi khusus Kepo-
lisian, keterbatasan peranan sum-
ber daya, bermula sejak diterima-
nya Kirsus Intel dan berakhir pada
tahap purna operasi yang ditandai
dengan penyusunan laporan anali-

batan aktif

qﬁ;_as: baik dalamy

sa dan evaluam pclaksanaan
operasl

17. lmi)lementasi peranan Binpers.
‘a. Dalam Opem&i Rutin.

1) Tahap perencanaan.

) Mehsusisn ‘dan! menghasiban

produk rencana program kerja/
program kerja/program kegiatan/
rencana kegiatan bldang personil,

un_guk satuan
_ ghmdan Top
o 44

(2) 'Prml:ltas penemgatm personil

~ sesuai DSP deng’am :_nempcr-

hatikan lapis kem

|  harus tensusun pada setiap tingkat

- kesatuan. // pw -8

‘5(3)""Pnontas kcbumhan pet‘soml
7 isesiai kebutuhan operasional baik
i ‘ku&nhf‘as’maupun{lmahtas

(4) chcan_a,\F pemngkatan kemam-
puan personil b aik ntelalui pendi-
dikan/latihan yang mengacu kepa-
da kebutuhan Opsnal.

b) Menyusun dan mengajukan
perkembangan pertimbangan bi-
dang personil lainnya yang dipan-
dang perlu untuk mendukung
pelaksanaan tugas Operasional.

2) Tahap pengorganisasian.
a) Mengarahkan kekuatan per-
sonil sesuai dengan program/ren

25



3 gmtyang telah disusun uti.t"t_il'c- men-

dukung kegiatan Operasional.

'b) Memantau validasi organisasi
dikaitkan dengan kebutuhan Ope-

rasional.

) Mengajukan perkembangan-

: perkembangan lain dibidang per-
__sonil yang dlpandang perlu
. 3) Ta}mp pelaksanm sy

a) Memantau pelaksanaan’ﬁl’gas
personil secara langsuﬁﬁ”‘fé'

nmelalui koordinasi fuggﬁmm’l‘yang
~meliputi
keprnbadlan /

as- '*G:k! ....vmlental

gan pcrsonﬂ msid!pandans perlu

kepada plmpgngn kesatuan/
penggunaan pcrs? a meme-
lihara dinamika. mkgu% ktmtas
Operasional.

4) Tahap pengendahan B

a) Menyusun/menyampaikan la-
poran periodik bidang personil
sesuai ketentuan.

b) Menyelenggarakan gelar pem-
binaan personil sesuai ketentuan.
¢) Menyampaikan hasil evaluasi/
pertimbangan personil yang di-
pandang perlu dalam gelar
Operasional rutin.

d) Menyampaikan laporan perio-

- dik/laporan khusus bidang per-

b. Dalam Operasi Khusus Kepoli-
sian. ; -
1) Tahap perencanaan.

a) Mcnyu’sun/mcnyamphikah per-
kiraan keadaan personil pada ra-

~_pat pendahuluan, penyusunan

_—

- i;u::ps, “setelah penyampaian
~ Juk oleh Kapolrl/Mapolda/

B I.

b)) Mﬂbyusun";'gcnban Minlog

aspck persoml sebagm pelengkap
lnmpu‘an Renop?s

.c) Manyampalkan kpcrtlmbang-
an;pcmmbangan pesss ‘ml lainnya
mgdlpandang perlu. | |

i 2)*‘Tahappmgmgarm

'kah telah sesuai *dcngan rencana
tindakan yang d:ajukan dalam
Renban Mmlog. at

b) Memantau penyiapan fasilitas
perawai:an personil Satgas, seperti

: bI'P:mnah Sakif, bivak, posko, ruang

1st1rahat pemnndokan dan lain
scbagainya, sesuai rencana tin-
dakan dalam Renbanminlog.

c) Memantau penyelenggaraan

“penempatan/penggunaan perso-

nil dari unsur perkuatan dari in-
stansi lintas sektoral.
d) Menyelenggarakan koordinasi

antar fungsi/lintas sektoral/Kasat-
gas berkenaan dengan masalah-



. masalah pcrsom] yang dlpan dang
perlu.
AE3) Tahqp pelaksanaan

a) Memantau dan membantu
evakuasi personil dalam pelak-

~ sanaan tugas operasi meliputi

_ c) Membantu/p‘l". gk

aspek mental kepribadian, penem-

patan tugas, serta prestasi kerja.

b) Membantu/mengkoordinasi-

‘kan kegiatan/ keglatan penggan—

tian personil.

kan kegiatan &mdpcrsonﬂ,
evakuasi personil - '

Lo
d) Membaa?“ /

cngkoordmasx-

kdn kegxat,gn pcmndakan dis-
erian tanda imbalan/

pcnyaluran hak-hak pra]unt. ¥

e) Mcngajukan pcrﬁ;mbangan-

pertxml?‘gngan bidang; persoml

yang ehpnqdang pcrhx kepada

4) Tahap pengendalzan
a) Mengajukan pcmmbangan-
pertlmbangaﬁt- cuasi bidang

personil dalam. gelar Operasional
khusus. e Y1~

b) Membantu pcnyeicnggaraan
kegiatan konsolidasi.

¢) Membantu penyusunan laporan
pclaksanaan operas: aspck per-

18.

Implementasi peranan Binlog.
a. Dalam Operasi Rutin.
1) Tahap perencanaan.

a). Meuyusunfmenghasﬂkan pro-

duk rencana program kerja/proja
/progiat/rengiat dibidang logistik,

* sesuai kebutuhan Opcraslonal an-

tara lain mengandung :

(1) Prioritas materiil, fasilitas, jasa
untuk satuan-satuan Opcrasional
terdepan.

(2) Prioritas distribusi materul

'A_balk kualltas maupun kuantitas
~untuk. mcnglsl DSPP dengan

l:hatlkan lapis kekuatan/

o

alatan’ lilsns ﬁda setiap tingkat

satuan

- (3) Prioritas kebutuh:

&) Prioritas

)

fasilitas dan jasa's%suax kebutuhan
Opcraswnal

ilf‘l{ﬂ"l ]

ateriil.

R WU A

“tik yang d:pandang perlu untuk

méndukungipelaksanaan tugas
Operasional. & /

2) Tahappaigé}ganisasian

e,

' ‘a) Mcnyerahkan dukungan logis-

tik: dcngan program/rengiat.

b) Memantau validasi daya guna
logistik (Matfasgas) baik untuk
kebutuhan operasional maupun
untuk kepentingan orgamsasn
secara keseluruhan.

¢) Mengajukan pertimbangan-
pertimbangan lain dibidang logis-
tik yang dipandang perlu. -

3) Tahap pelaksanaan.
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'.a) Memantau pelaksanaau du-
' Akungan loglstxk. el

'b) Memantau penggunaan materl—
il, fasilitas dan jasa.

c) Menyelenggarakan keglatan pe-
~meliharaan/perbaikan sesuai ke-
tentuan.

d) Mengajukan pcr_tlmb__a'ngan-
pertimbangan lain dibidang logis-
tik yang dipandang perlu.
-4) Tahap pengendalian. .~
a) Mcnyelenggarakan ggm—
binaan Logistik. /4" :"
'b) Mengajukan
pcrt:mbangal_l LG
pandang per
Operasional Rl

oe ;1mbangan—
gls%ﬁc yang di-

c) Menyahﬁ"‘kﬁn lapotan;
periodik bidang I Aglsukjlaporanf

khusus bldangfilé@giétlk Q!
b. Dalam Op&rc:gf:musus
1) Tahap pererwmau.

a) Menyusun/mbnympazkan
perkiraan keadaan p’suk, pada
rapat pendahuluan penyusurian,
Renops, setelah peny:
Jukren oleh Kapoln/Kapoldai
Kapolres.

b) Menyusun Renbanminlog

aspek Logistik sebagai pelengkap
lampiran Renops.

c) Menyampaikan pertimbangan-
pertimbangan lain di bidang per-
sonil yang dipandang perlu.

2) Tahap pengorganisasian.
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= d&lam gclar-'

- a) Memantau/melakukan penye-

lenggaraan penyiapan Posko, tem-
pat penampungan personil,
bengkel lapangan (Bengharlap),
apakah telah sesuai dengan ren-
cana tindakan yang ditentukan
dalam Renbanminlog.

b) Memantau/melakukan penye-

 lenggaraan pemasangan. instalasi-

instalasi logistik sepcrtl Janngan

'"kzmﬁlc,._l_t saluran air minum,

apakah telah sesuai dengan ren-

- ‘;@nﬁﬁﬁdmi yang ditentukan
‘dalam Rcﬁbummlag

?) Memantau apalmﬁ titik-titik

—pembekalan logistik@perasi, telah

sesuat dcngan rencafia tindakan
yang diténitukan dalam Renban-
nurilogp A e

dtttmma,mpakah telah sesuai den-
ganiencana tindakan yang disusun
dalam “chbanmmlqg

ikan apcmmbangan-

3) Tahap pelaksanaan

a) Mengevaluasi daya guna
materiil, fasilitas dan jasa yang
digunakan, termasuk unsur per-
kuatan dalam pelaksanaan operasi

b) Menyelenggarakan pemeli-
haraan, perbaikan, penggantian/
penambahan materiil, fasilitas dan
jasa sesuai kebutuhan.



. ¢) Mengkoordinasikan tindakan-
tindakan korelasi terhadap penya-
lah gunaan/penyimpangan pema-
kaian peralatan, fasilitas dan jasa
dalam pelaksanaan operasi kepa-
da Kasatgas Opstasatfung yang
terkait,

~ d) Mengajukan pe'rt:mb'ang'an-
pertimbangan lain dibidang Logis-
tik yang dipandang perlu kepada
Kasatgas Ops/Kasatfung yang
terkait.

el

4) Tahap pengendalra L ;_‘rﬂ

a) Mengajukan pcmmba:ngan lo-
gistik yang dlpandangpcrlu dalam
gelar O[F'»\‘sra:w:mali ‘khusus.

b) Membantu pcnyciengga:am
kegiatan konsohdasu’rehabd.ttam

i) Mcmbantu penyusunan;laporan
pelaksanmqopcram aspek
tik. -~

.‘ \f

19. lmplementasu Peranup' Bin

Anggaran

g ,"’“;"“' Y33
a. Pada Operasi Rutin.

1) Perencanaan.

a) Perencanaan pembuatan DUK
/DUP harus méhg'h’cl'i"’pfadh ":“ s

(1) Kir Intel SN

(2) Analisa dan evaluasi pelaksaan
program kerja tahun sebelumnya.

(3) Hasil pemutakhiran data Per-
sonil, materiil, logistik dan lump-
sum.

b) Perencanaan penyusunan
DIK/DIP disesuaikan dengan Ren
Proja yang akan dilaksanakan
tahun proyeksi.

& a) :Mselegbsanakan penyusunan

““dua cara

¢) Perencanaan pembuatan
PPPA, : :

d) Perencanaan D:stnbusn DIK &
DIP dan DIK Khusus dan piranti
lunak lainnya.

2) Pengorganisasian.

a) Pemenuhan personil KU sesuai

DSPP.

b) Penempatan personil KU sesuai
kuallﬁkasmya

. g il .ggksanaan

DIK[DIP dan DIK.Khusus sesuai

alokasi anggaran‘yang telah

dit'c‘tapkan A

4 c) Menyalurkan‘secara tepat dan

&Y A

cepat  alokasi anggaran yang ter-
ﬁi‘aﬁ‘g‘ﬂalam DIK7DIP Ke Satker-
~Satker.

L,u xf“ s

. d)P enggunaan émscca:a efektif
dan eﬁs:en d n}cuggunakan
jity ‘Eeban tetap dan
beban scmentara (UUDP)

\Hﬁ
¢)-Dalam 1}‘ml anggaran belum

diterima untuk melaksanakan ke-

_giatan_pada Triwulan I Th yang
~~sédang berjalan, dipergunakan

dana siap pakai, yang pen-
distribusiannya ke Satker harus
didasarkan pada tingkat-tingkat
kerawanan pada Satker-Satker
pengguna.

f) Segala hal yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sehari-hari
hendaknya dianalisa, dan dieva-
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' luasi untuk penyempurnaan pem-

buatan DUK/DUP pada tahun
proyeksi. ' ;

' 4) Pengendalian.

a) Pelaksanaan pcngcndahan ter-
hadap anggaran oganut sistem

- saluran tunggal dalam arti bahwa

30

_ dlsampmg bad_

penyaluran dana dilaksanakan
melalui badan-badan keuangan
berjenjang dari atas ke bawah dan
pertanggung jawabannya dilak-.
sanakan dari bawah ke atas;” Olel
karena itu pengendaliandan peng-
awasan keuangan didélcgasikan
kepada badan-bad '

gan dan wawandnuj serta mcn-
dalian tidak langung dengan ;alan
melaksanakan pen:

men keuangan‘ ang dltenmﬁ
melalui saluran ad?ml lstrasu

b. Pada Operasi Khusus _
1) Perencanaan. e

a) Bersama-sama dengan* fungsx
logistik, fungsi Pers dan Srena
membuat Renban Minlog untuk
menentukan kebutuhan anggaran
yang akan digunakan dalam
operasi khusus.

b) Menyiapkan piranti lunak, per-
tanggung jawaban keuangan/
anggaran Opssus.

2) Pengorganisasian.

& ) Pengcndallan terhadap peng-
"'gunaan anggaran Opssu
: _mangg_nut_:.:stcm saluran tunggal.

a) Menyesuaikan dengan struktur

* organisasi Operasi Khusus.
'b) Menunjuk personil secara

struktural.

3) Pelaksanaan.

a) Menyalurkan dana sesuai alo-
kasi yang telah ditetapkan kepada
fungsi Opsnal yang terlibat dalam
Opssus secara cepat dan tepat.

b).Membuat pertanggung jawaban
‘penyaluran-dana Opssus.

parahkan*cara-cara per-
tanggung jawaban penggunaan
anggaran.

4) Pengendalian. > % %

b) Dengan cara pengendaliannya
Secara langsung maupun tidak

¥ ‘la_ngsung, 44 o

20, Implementasi Sistgiﬁ’fiﬁ?omasi

Polri ‘dalam mendukung Operasi
Kepolisian,

47 /
Sistem Informiasi Polr1 pada
hakekatnya ad__x‘ h Slspullahjlanta
(Sistem pengumpulan pengolahan
dan penya-jian data) yang terdiri
dari Simin (Sistem Informasi Ad-
ministrasi) dan Silops (Sistem In-
formasi Lingkungan Operasional).
Dalam mendukung penyelengga-
raan Operasi Kepolisian yang
telah diatur dengan MOP

(Manajemen Operasional Polri),

-Sistem Informasi Polri hendaknya

mempunyai peranan tertentu pada
daur fungsi manajemen Operasi-



- onal Polri yang diwujudkan pada
pelaksanaan sistem dimaksud
- pada setiap kegiatan Operasi
Kepolisian. Peranan Sistem Infor-
masi Polri dalam penyelengga-
raan Operasi Kepolisian diwujud-
* kan dengan pembinaan aspek-
- aspek; Sistem dan metode, per-
- sonil, fasilitas serta data dan infor-
masi yang dapat mendukung
Operasi Kepolisian. Si-min-ber-
peran mendinamisasikam Bm-

dan sarana kelcrpaggan'
Silops berperan mempero
tanggapan dalam pcuggunaan
kekuatan men ﬁﬁﬁi'p}f ancaman

Kamtibmas./ @8
R

a. Pada penyeiengaman Operaﬂ
Rutin.

| e a4
1) Tahap penmcanaan &
a) Persom[ yang,mcngawah kom-
ponen SIP: ‘men, i apkan data dan
informasi yang g;pcrlukm untuk
perencanaan’ Operas: Khusus -an-
taralain: ‘3"'“ .

2N

(1) Data dan mfnrmm
Kamtnbmas/knmmahtas un];uk
pembuatan Kir Intel; Program
kerja, Petunjuk Perencanaan, dan
sebagainya.
(2) Data dan informasi bidang ad-
ministrasi (personil, materiil, ang-
garan) untuk penyusunan DUK/
DUP dan perencanaan lainnya.
b) Pejabat struktural pengelola
SIP menyiapkan komponan SIP,
dengan :

(1) Menyusun Rencana Kegi’ﬁtan
untuk mendukung .operasi rutin
Kepolisian,

'(2) Memelihara dan meningkat-

kan kemampuan dan kesiapan
komponcn SIP mendukung Opc-
rasi Rutin.

2) Tahap pengorganisasian.
a) Menyiapkan data dan informasi

: -~ person %{\yang diperlukan untuk

anipengorganisasian (mu-

tasl ‘jabatan, mutasi penugasan,

- penempatan dan sebagainya yang
+ berhubungan .dem penyegaran
organisasi). o

b) Menyiapkan personil pengem-
ban ﬂungﬂ SIP un“;ul&. penye-

{"lcgmarpan Operasi Eummppabnla
d‘W.-l.“\i@P' o |

0 chlabaran HTCK bagl setxap

personil pcngcmban _,f i SIP -
(da]am hal HTCK Polancsatuan
belum duabarkan)

d) Menun]uk meilcnmkan unsur
organisasi Kﬁ’sajfﬁaw yang men-
gelolaaeca"ﬁ %atul pintu Sistem In-
formagl Polri khususnya Bank
Data dan pusat informasi Kriminil,
dalam hal ini paling tepat Dispul-
lahta Polri/Polda.

3) Tahap pelaksanaan.

a) Mengatur penugasan personil
komponen SIP untuk pelayanan
data dan informasi keperluan pe-
laksanaan operasi rutin Kepolisian

b) Menyiapsiagakan komponen
SIP untuk mendukung kelancaran
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- arus data dan informasi keperiuan
. operasi rutin Kepolisian.

) Melaksanakan tugas kewajlban
rutin sebagaimana job' description
yang telah ditetapkan bagi peng-
~ emban fungsi pada komponen SIP,
- khususnya pelaksanaan Slspullah-
jianta.

4) Tahap pengendalian.

_ a) Mempertanggung jawabkan
 penyelenggaraan SIP dalam wujud
 laporan berkala, ms:dcnml@dan
P m"m

laporan anev.

b) Menylapkan' dan _ pkan
data dan infofnlasi: ﬁi’c’uk keper-
luan pengcndahan'dan penga-
wasan. f .u!’; Ty &

c) Melaksanakan superyisi' ter-
hadap pelaksanaan tugas komg
nen SIP pada kesatuan Bawnham

b. Pada p;t‘yelmgaraau Openm
Khusus Keﬁ?li?f“m ik,

n 5"51

1) Tahap pe anaan

L

a) Menylapkan dan menyapkan
data dan mformag; untuk peren-
canaan operasi qsus Kopohsnan
antara lain kepcrluan gcngus
an/pembuatan Kirsus, Renops,
Ren fungsi, Juk Ops dan sebagai-
nya.

b) Menyiapkan personil kom-
ponen SIP untuk diikut sertakan
‘dalam operasi khusus bila diper-
lukan, dan mengatur penugasan
dalam mengoperasionalkan pera-
latan komponen SIP untuk mela-
yani/mendukung operasi khusus
Kepolisian.

¢) Membuat rencana kegiatan

- dalam rangka mendukung penye-

lenggaraan Operasi Khusus.

d) Membuat Renkomlek sebagai
lampiran Renops. -

2) Tahap pengorganisasian.

'a) Menyiapkan dan menyajikan
data/informasi personil kesatuan

untuk keperluan pengorganisasian
opcrasn khusus Kepolisian.

mb. enyiapkan dan memberikan
- data personil‘komponen SIP yang
"‘dnknttért‘i’kan dalam operasi

khusus (’GJEKL)

c) Mcnstrukmrkan}emponen SIP
~pada pcngorg&ntsas:an Operasi
Khusus, dalam hal lm pada Posko
"'Operasis» -

3) Tahap peiaksanm

a) Pcmanfaatan makslmal kom-
“ponen SIP yang dumhkx 'dengan

'/ diduKung personil yang memiliki

“kemampuan di btdangnya

b Sistem pcngmman  data dan in-
formasi agar diatur melalui Pos-
kodalops ydng kemudian diterus-
~kan, ke Bank Data (Dispullahta).

c) Pcnylapan jaringan komunikasi
_.di-tapangan yang bersifat tetap
maupun bergerak (mobile) guna
mendukung Opssus.

d) Apabila ada gangguan/ber-
usaha terhadap jaringan komuni-
kasi di lapangan agar sementara
diatasi melalui kurir atau meman-
faatkan fasilitas komunikasi milik
Pemerintah maupun swasta.



4) Pengendalian.

) Pcnanggung ]awab adalah I{a-
- puskodalops.

b) Koordinasi antara I_{apus-
kodalops dengan Kadispullahta
dalam pengaturan pengiriman

~ data dan informasi Operasi yang

dikirimkan termasuk peralatan

'komunikasi (jaringan komumkas1)

. _yang dtgunakan

21

c) Pengawasan/supervisi ke dae-

rah Operasi terhadap pengu’uaan.

sistem informasi Polr dalam -
dukung Operas: Kh'lfs :N :Pe
'ﬁ »

d) Membuat l;;'po'e 1 dan'anev.

3 ...“*,

PENYELENGGARAAN PEM:
BlNAAhgsgngER DAYA |

1 FRALY
Umum. { l;u & LR R }

a. Penentuan sumber dayai‘?ang

dibutuhkan uatuk mendukung

Operasional Kepolisian dihatap-
kan sudah dlpérhlt’ungkan sejak
dalam proses ipem‘:’ﬁl;u"an target
operasi dengan melibatkan unsur-
unsur pembina fungsisumber daya
secara terpadu bersama-sama de-
ngan komponen Operasional.

b. Dalam rangka menjamin keter-
paduan antara pembina sumber
daya dengan bidang Operasional,
maka upaya peningkatan pem-
binaan sumber daya yang meliputi
aspek personil, logistik, anggaran
serta sistem informasi Polri senan-

1. Oper
2.

tiasa harus diarahkan kepada ter-

penuhinyakebutuban Operasional
‘dalam pencapaian target operasz

yang telah ditentukan.

~ c. Sasaran akhir upaya pening-
" katan pembinaan sumber daya

adalah terwujudnya postur Polri
yang Mission Ready dengan pem-
berian bobot peranan yang lebih
besar kepada satuan-satuan kewi-

layahan dan satuan fungsi Ope-
~—rasional yang didukung oleh
"Wﬁkuatan “personil dengan jumlah

p dan kemampuan
ang,dapatdxandalkan

/A ancaman Kam.tihmm T
22 Bldang Personil,” == _"
i Rutin Kepahs‘

Untuk

1) Tq};ap perencanaan

~a)Penylisunan projaibidang pem-
" binaan, khususnya pembinaan per-

sonil lebih' diorientasikan pada
upaya untuk mendukung kebu-
Luhan,.stnal yang disesuaikan
dengan ‘hakekat ancaman Kamtib-
mas yang dihadapi.

b) Penyusunan Program Kegiatan
dan Rencana Kegiatan bulanan,
mingguan dan harian di bidang
personil lebih diarahkan untuk
mendukung pelaksanaan tugas
operasi rutin.

c) Rencana latihan dalam rangka
memelihara dan meningkatkan
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: '-..jkcmampuan pcrsoml Poln, ba:k
- berupalatihan perorangan, latihan

fungsi maupun latihan kesatuan

__harus disusun secara tepat, baik
_menyangkut tujuan latihan yang

_akan dicapai, materi latihan,

metode latihan, alins alongins yang

: dlperlukan waktu latihan, peserta

latihan, sistem evaluasi, tenaga

_pelatih dan fasilitas latihan yang

_berlanjut.

diperlukan. Latihan ini harus
dilaksanakan secara bertal;ap”dan

U A 4 815’{

dalam rang‘h:‘nxp‘e}n‘mgkatan
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kualitas, lewat: Lpent melalui
rencana four. of duty dan tour of
area, maupun' peningkatan’ Kua-
litas melalui pendidikah’dan
produk-produk perencanan lain-
nya, scbaé bahan masfiﬁ‘ﬁﬁ?f)agi
pimpinan untuk ﬁmnganfbﬂ kepu—
tusan. | Waaas

e) Pengikut sertaanfungsi personil
dalam penyusunan’ kébl}aksanaan
tugas Opsnal. * % e

f) Mengaktifkan rapéitl fapa?%r-
dinasi di bidang pcrs&nlf éalam
rangka penyusunan konsep. ppm-
binaan terhadap personil.

S

2) Tahap pengorganisasian.

a) Penempatan personil pada
jabatan'dan penugasan yang sesuai
dengan kemampuan dan latar
belakang pendidikannya (the right
man on the right place) serta
penilaian kemampuan personil
didasarkan atas data obyektif yang

. bersifat kuantataﬁf : daxi ﬁlﬂmper-
kecil faktor-faktor yang bersxfat
subyektif.

_b) Pcnycmpurnaan HTCK dan

pcrtclaan tugas fungsi personil
dalam rangka mendukung pclak-
sanaan tugas Opcrasmnal

c) Melaksanakan re dxsposxs: dan
re dislokasi personil sesuai dengan
; kebutuhan Opsnal

melalui prosedur seleksi yang
dilaksanakan oleh suatu panitia
pererimaan yang@ddi%ntuk ber-
dasarkan keputusan Kapolti.

(2) 'Mcn%\lijgkatkanmﬁftysysratan

seleksi penerimaan pexsonil Polri,
baik persyaratan fisik/kesehatan

. imaupun intelektualitasnya serta

__}iepnlpadlan yangdmul!kl Sebagai
..contoh untuk kondisi fisik calon
persoml Po}r;qha:ius, golongan/
states I, dammcmdxk: tinggi badan
__minimal 165 ¢ cm
i»(B) ‘Bagi ‘yang telah betul-betul

““memenuhi persyaratan dinyatakan
lulus dan segera dikirimkan ke
lembaga-lembaga pendidikan
pembentukan Polri.

“'(4) Pada saat seleksi masuk pen-
didikan maupun selesainya pen-
didikan di Lembaga pendidikan
Polri maka perlu digalakkan
peranan test psykhologi.



" (5) Di dalam seleksi, utamakan

" bagi peserta yang mempunyai
* keakhlian khusus (bela diri) di
““'samping telah memcnuhl per-
syaratan secara umum.

b) Pendidikan dan Latihan.
(1) Pendidikan. o

(a) Memngkatkan pcnyempur-
- naan kurikulum di setiap pen-
- didikan Polri. Kurikulum ini hen-
daknya disesuaikan dcﬁgan
hakekat ancaman Polr'
mendatang, sehin ﬁfdik
yang d1ha511kan‘ an, mampu
melaksanakan ?ﬁ% di masa
mendatang,”

(b) Mcnm‘gkgﬁa;: kualitas tefiaga
pendidik Polri, dengan rﬁenyc-
1 Ienggaraki’ﬁ“ﬁrsus-kur@kf tenaga
pendidik dan memberikan kesem-
patan sekolah ke luar negeri.

(c) Meningkatkan sarana dan
prasarana ﬁﬁ:ﬂlﬁlkan Polsi; ‘agar
mampu ﬁngcnﬂu'kung kcgmtan
Opsnal secara»ani’a‘kﬁmal e

(d) Meningkatkan aling'dan alon-
gins pendidikan;. discsuaikan.de-
ngan situasi dan kondisi'dilapang-
an, dalam rangka menunjang
Operasi khusus Kepolisian. ~

(e) Meningkatkan pemasyarakat-
an metode CBSA.

(f) Siswa yang dihasilkan disamp-
ing mempunyai kemampuan pro-
fesional yang handal sesuai jenjang
pendidikannya, juga harus mem-
punyai jiwa juang yang tinggi, serta
fisik yang tangguh.

dl ‘masa

“(@2) Lanhan

: '._(a) Dalam rangka mcndukung
__ operasi rutin, maka setiap kesatu-
an Polri harus meningkatkan pe-

nyelenggaraan latihan perorangan

(b) Pcmngkatan latihan peroran-
gan tersebut dititik beratkan
kepada fungsi Reserse, Lantas,

. Intel, Bmmas dan Sabhara

-__(.c) Menmgkatkan penggunaan
~=metode-latihan, driil, simulasi dan

diskusi. e
c) Pem]%qaqa%aner dan penu-

gasan. ; w >

(1) Pcmbmaan:kqmg,r ;

) Mcmbenkaﬁ'iprémosn jabatan

" tertentu. sesuai K'lk‘!ﬂamnya bagi

para petsonil yangitelah berpres-

! tas: di giala;n mclalgg%kzp tugas-

" }@_tbggupersong_y%ck;h meme-
h.nuhu pcrsya;atang untuk naik

pangkat. & & &

(c) Memberikan késempatan selu-
as-luasnyg bagi personil untuk
méﬁgl’itun “pendidikan lanjutan,
penataran-penataran/seminar da-
lam rangka meningkatkan ke-
mampuannya.

(d) Meningkatkan four of duty dan
" tour of area bagi personil yang

telah lama menduduki jabatan/
bagian tertentu di suatu kesatuan,
maksimal 3 - 5 tahun di setiap
bagian.
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(e) Pembinaan karier untuk golon-

gan. Perwira disclenggarakan se-

- suai pola dasar karier Perwira
: _Poln menurut tangga jabatan dan
kepangkatan yang tersedia.

~ () Pembinaan karier untuk golon-
~ gan kepangkatan Bintara dan
Tamtama pada dasarnya dise-

Icnggarakan sesuai pola dasar ke-
juruan Bintara/Tamtama ABRI

" menurut saluran jabatan dan

36

kepangkatan yang tersedia. —~
(2) Pola penugasan. - &0
(a) Meningkatkan’ ‘rotagl' (nu-
gasan persoml dalam rangka
operasi rutin/ K’epolmlan yang

didasarkan kepada kemampuan

personil untuk menghadapi ada-
nya ancaman;ﬁgmubmas Fial

(b) Mengemﬁ“uﬂﬁmn kemampuan
personil, sesuai-dengan keakhlian
yang dimiliki melalui penugasan
(c) Mcngefakﬁlfhn‘ giliran pcnl!-
gasan personil"’l’oln menurut
jangka waktu'terfentu sesuai
pelaksanaan Operasi Rutin.

R

d) Perawatan.
(1) Perawatan mental ke;z‘ia}hgg,n

(a) Meningkatkan pembinaan
mental ABRI yang bertujuan
untuk memelihara sikap men-
tal/jiwa kejuangan dan profesio-
nalisme serta perilaku hidup per-
sonil Polri sebagai insan pra-jurit
Sapta Marga yang menghayati dan
mengamalkan Tri-brata dan Catur
Prasetya.

(b). Mengga]akkan pelaksanaan

fungsi Bintal, sebagai fungsi

~ komando, yang harus dilak-
sanakan oleh setiap pimpinan

Polri di setiap kesatuan, -

(c) Meningkatkan penanaman,
pengembangan, dan pelembagaan
nilai-nilai kejuangan Polri, yang
berdasarkan Pancasila, Tri Brata,
Sapta Marga dan Catur Prasetya
ke dalam dada setiap Prajurit
FEPolrs.. "~

(3) ifcngg}lsafkan sarana dan
prasarama peri badatan umat
‘beragama di's scnap "kc"satuan Polri
'setingkat KOD ke atas

(2) Per?watan jasmam dan kese-
" hatan,”

~(a) Menmgkatkan pquclenggara—
+ an check up kesehatan secararutin

setiap tahun, ~r ¥

\/(b):Meningkatkan pelaksanaan

~test kesehatan jasmani kepada
seluruh_personil Polsi, minimal
setahun dua kali,

(c) Memngkatkan:dukungan pen-
gobatan bagi personil dengan

. melengkapi jenis obat di setiap
. rumah“sakit Polri, dan mem-

berikan restitusi pengobatan bagi
personil Polri yang berobat di luar.

(3) Perawatan kesejahteraan per-
sonil. ) Lo

(a) Meningkatkan pengadaan per-
lengkapan perorangan personil
khususnya bagi personil yang ber-
tugas di lapangan seperti : borgol,
tongkat polisi, helm, dan lain-lain.



: (b) Mc:nmgkatkan pengadaan ken-
 daraan untuk mendukung keg:at-
“an Operasi Rutin Kepolisian.

(e Mengefektxfkan penggunaan
anggaran, dengan memprioritas-
"kan dana untuk mcndukung
' operasi rutin.
(d) Meningkatkan kesejahteraan
prajurit dengan memberikan in-
~ sentif yang memadai bagi personil
Polri yang melaksanakan Opcram
Rutin. _ /

(1) Mcnmgka.tkanypelayanan ad-
ministrasi by _:_pe:soml Polri yang
telah memenuha persyaratan ‘usia
pensmn i & )gﬁ.J 71

(2) Bagi personil Polri yai:g»mnsxh
potensial fdsangncmcnuhli per-
syaratan tertentu, dapat diperpan-
jang dinas aktifnya (khususnya
yang berpangkatKolonel ke atas):

(3) Melancarkan pemberian pen-
siun dan tunjangan- bersifat pen-
siun bagi personil Polriyangdiber-
hentikan dengan hormat. - ¢

4) Tahap pengendalian. .=

a) Melaksanakan gelar pembinaan
secara rutin dengan membahas
permasalahan di bidang personil,
khususnya menyangkut dukungan
fungsi personil dalam pelaksanaan
tugas Operasi Rutin.

b) Melaksanakan laporan dan
pengumpulan data bidang per-

) Keiku‘t sertaaﬁ .sccar;a aktif

sonil secara penodxk, tcpat waktu

; dan tcpat data.

c) Meugadmxmstrasakan tmdakan
koreksi terhadap personil yang
melanggar ketentuan dan men-
catat di dalam CB personil yang

bersangkutan.

d) Validasi terhadap piranti lunak

di bidang personil

ZMukKhusus Kepolisian.

"ﬁbmngkatkan pembinaan
pe: nil dalamoperasi khusus Ke-
polisian ‘dilakukan dengan upaya
pcmngkatan; kpglatan sebagal
-berikut : g, \

Ja. qTa}mp pemncan‘aam

dalamp

erencai&iannoperasx
d“ an me f!kan saran

dapat terhadi“f!‘ ualitas
kuantitas pchon]i yang ber-

ngaruh tcrha&’ap berhasnlnya

pelaksanaan operasa. Penya.mpax-
an sama dan. pen&i“gal ini dilaku-
kan dengan cara pembuatan per-
kiraan'personil yang berintikan

_.materismateri :
~a) Kualitas dan kuantitas personil

yang dilibatkan dalam operasi.

b) CB yang disarankan dengan
melihat kepada personil yang
dilibatkan.

c) Hal-hal lain yang berkaitan de-
ngan kemungkinan resiko-resiko
yang dihadapi personil dalam
melaksanakan tugas operasi.
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(2) Kebutuhan materiil jenis

barang-barang pembantu untuk
- mendukung personil sesual den-

~ gan kekuatan personil.
(3) Kebutuhan materiil yang fiabis

pakai, dengan memperhatikan

 perkiraan materiil yang ada, rusak
~dan hancur. :

(4) Kebutuhan fasilitas lognsnk
Yyang sangat mcmpengaruhl pelak-
~ sanaan tugas setiap kesatuan, ,yang

dikaitkan dengan waktu-at ?

penggunaan ansgaran;ff-m a-

gistik Polri dlselquglrakan sesuai
dengan strul&tgg@g:gamsas: Polri

dari tingkat/ sampai){folres
untuk dapat melal sanaka‘n’ikgn-
cana dan p rograr logmﬁ‘lr:l Jygpg
telah : Pcngorga i-
sasian lOg]S%l : dllaksanalc

secara sistimatis scsual ‘deag >agan
tanggung Jaw_ ) bcrpcdoman
dan menggun Ennsnp pnn.snp

dengan dasar perhmblngan ke-
tentuan di bldang l@g&f@‘ ¥

3) Pada tahap pe!ak.ranaq;;‘, s

a) Pengadaan logistik bei‘da‘s’ﬁﬁ?an
kebijaksanaan yang telah dirumus-
kan dan rencana program yang
telah ditetapkan.

~ b) Pelaksanaan dukungan logistik
Polri d:kembangkan dan dilak-
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sanakan sesuai dengan kebutuhan
kesatuan dan jenis materiil yang
dibutuhkan, sehingga mampu
menjamin efisiensi, ketepatan dan

,'.—'-'rutm 'Kepohs:an

a-«daliabdllaksanakéh"?j ng:

_.kecepatan dalam mcndukung pe-

laksanaan operasi rutin Kepolisian
c) Pelaksanaan pendistribusian

logistik diselenggarakan dengan

memperhatikan kondisi geografis
wilayah, hakekat ancaman, dan
pelaksanaan tepat waktu.

d) Penggunaan logistik/mat'crnl

. yang tersedia harus sesuai dcngan

kebutuhan pelaksanaan operasi

n-dukungar. logistik
rbentukisarana yaitu. alat-

pcralatanyihg -

.alsus yang ada paﬁa\kcsatuan—

* kesatuan di pusatmaupun wilayah,

irasi gytin yang dnlaksa:nakan

i mThe

‘?t) ‘Dukiog yang berb%ntuk ‘bekal
| lyang terdiri’ dari ;
- Kaporlap dndukungafde’ngan du-
% kungzh rutin yang tersedid.

“g) Pelaksanaan: pe.meliharaan ma-

st

, BMP,

teriil yang rer;sedm' harus dapat
menjamin 'agar setiap materiil
selalu dalam ‘kondisi siap pakai
guna mendukung pelaksanaan
operasi rutin Kepolisian.

h) Dalam rangka efisien dalam
penggunaan dan pemeliharaan,

_terhadap materiil yang tidak layak

pakai dan tidak ekonomis lagi
segera dihapuskan.
4) Pada tahap pengendalian.

a) Pengawasan dan pengendalian
dilakukan terhadap seluruh proses




' .:-.penyelcnggaraan pcmbmaa_u 10- :

 gistik.

b) Pclaksanaan pengawasan dan
pengendalian didukung oleh sara-
na administrasi dengan mengem-
bangkan sistem informasi Pem-

: bmaa.n Logistik.

; 'b Pelaksanaan Opcrasl Khusus
chollsmn

1) Pada tahap pereucanaan

diadakan untuk penyusu inan

cana Operasi Khu: - :_?
e K o

canaan dan ,Wﬁengambdan

keputusan /L

operasi khusus’!
sebagai bcnkut Va/ V8

- awe 'j[l Kegiatan yé’ﬁg
akan ialah membantu
Jpcrmﬁsﬁi*iu@as
4 nalisis Tuga%“ﬁ‘ikok
(APP), yang? menghasilkan rumus-
an tugas yangfaﬁ . dilaksanakan
dalam Operasi KhususKepolisian.

(2) Tahap pengem ;jff'\(' *’konsep
Pada tahapunfungsﬂugstnk aet

berikan masukan kepadae;,pjm-
pinan dalam rangka penyiapan
Petunjuk Perencanaan Operasi

Khusus Kepolisian.

pelaksanaan,

(3) Tahap pembuatan rencana.
“"Berdasarkan Petunjuk Perencana-
an Operasi Khusus Kepolisian
yang telah dikeluarkan oleh pim-
pinan, fungsi logistik selanjutnya
menyiapkan rencana fungsi logis-
tik yang dipergunakan sebagai

lampu-an Renops chcana fung51
: loglstlkmldlt" rk

u: n dalam Ren-
minlog (Reuba.nmm), yang berisi
tentang :

(a) Dukungan lOng[lk dalam
pelaksanaan Operasi Khusus
Kepolisian, berupa pcnyediaan
materiil yang diperlukan. -

(b) Pelayanan dan pcngurusan
logistik terhadap resiko yang tim-

—bul dalam laksan n Opera
a) Mengikuti rapat terbatasayang_ = e pone
e

ﬂuxs! |

yang\‘ %T ji.r
. (5)Taha, Pemcmggg; ana-
Jw‘a-,Pe,nyésualan d%pprbalkan

Renops dan Re ninl g atas dasar
parkembaugan sltuasx ‘gangguan
“Kamiibmas tcrakhir, khususnya
gangguan ymtibmas yang
dl]amkMMsastfﬁ,:lﬁ%pcram khusus
epdl
b) Menyusun pcrcncanaan kebu-
tuhan-dukungan bekal yang
berupa pangan dan BMP dan
mengajukannya kepada satuan
atas untuk dapat dipenuhi. Semen-
tara menunggu keputusan, dalam
hal-hal yang sangat mendesak
dapat dipergunakan dahulu dari
cadangan yang tersedia.

2) Pada tahap pengorganisasian.
Menyiapkan personil logistik yang
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25¢

 struktur organisasi yang diadakan

pada'OperaSi Khusus Kepolisian.
3) Pada tahap pelaksanaan.

‘a) Penyediaan dan pengadaan

logistik sesuai dengan Rencana
Logistik yang telah ditetapkan.

b) Menyalurkan materiil/logistik
kepada setiap personil yang ter-
libat dalam pelaksanaan Operasi

Khusus Kepolisian secara, cepat,

tepat dan efisien. / 7.
c) Mengadakan pemchhamaﬁsma-
teriil yang digunakan ¢ dalam pelak-

sanaan Operasi/K usus Kepo-

lisian agar sclalm@aa pada kon-
disi siap pakal # 3 5

a) Mclakukin pengawasan ‘dan

pcngendahan!”dali‘m penggunaan

materiil agar sesuai dengan tl.'uuan
yang dlharaplﬁ“:i%w ST

b) Pcmbuatan lay%an tcntang-

kondisi materi ynng dxgunakan
dalam pclaksanaan Operasi Khu-
sus Kepolisian, untuk: kcpcnhngan

penghapusan dan pcngganbmya.

Bidang Anggaran.

a. Peningkatan kemampuan/pen-
getahuan personil pengemban
pengelola keuangan tentang: - -
1) Tugas Pokok, peranan dan
fungsi bidang keuangan.

2) Manajemen program dan
anggaran serta MOP.
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3) Kebijaksanaan. pimpman yang
berhubungan dengan pengclolaan
anggaran.

4) Petunjuk pembmaan kcuangan
Polri.

5) Peraturan/perundang-undang-
an yang berkaitan dengan peneri-
maan dan pengeluaran keuangan
negara. Peningkatan kemampu-
an/pengetahuan personil peng-

d,emban*dan pengelola keuanganiini

”'"’“ .

n'melalui pendidikan,

. kumuq_dxn penataran, di lembaga

pendidikan/atay dizkesatuan ting-
kat Polda. "% = o %

'b.-Peningkatan mada]emcn pro-

‘ gram r.lan anggaran, ﬁn&mehpun

N -

| .kegmtapq

Bl

1) Pmncmiaan

a) P"" ncanaan dan ,pcnyusunan
anggaran, didasarkam: Jsepada
yang akan dnlaksanakan
dalam’ tahun prqy,cksl dengan

.m:mpetintungkan

(1) Tugas Pokok;:;ﬁmgsi dan
peranan Polri..

“«(2) Pxogram pcmbangunan keku-

atan Polri.

~(3) Renstra Hankam.

(4) Perkiraan keadaan (Kirka).

(5) Data anggaran tahun yang lalu
dan perkiraan perkembangan data
pada tahun proyeksi.

b) Penctapan selektivitas dan
prioritas dalam penyusunan DIK/
DIPyang didasarkan pada plafond
yang telah ditentukan.



'c) Pemutakhiran data personil,
materiil dan data-data lumpsum
oleh Satker dan dlkompuhr oleh
Srena sebagan bahan penyusunan
DUK/DUP :

2) Pengorganuasmn Pengor-
ganisasian pada pembmaan sum-
_ber daya anggaran secara umum
tetap menggunakan orgamsasn
badan-badan keuangan Polri yang

telah ditetapkan dengan kcpntus—

an Pangab Nomor : Ke
[11/1984 tanggal 31 Marot 19
tang Struktur Orgamsm ri.
Adanya orgmuaﬂ%f dapat

sikmaka struk-
ntukan, harus
dapat dipgnu giengan kekuatan
_ pcrsomlqy- sesuai. DSPP/ seop-

i

timal ‘mu i balk kunnﬁ}as
maupun, k + ya ]i'u&‘ A,@pc-
rasi Khusus Kepolisian hin; :

ini belung%ﬁ?ﬂ cugat%{van yaug
jelas mengenai kedudukan |
keuangan,'m rlu ditent
kedudukan badai’i?keuanéan s
lam Struktur: @?g Operasi
Khusus KCpohs'gn %eb, ai Sub

Komponen dari unstr Ba

Dengan demikian penemr@an,_

penyaluran, penggunaan dan_pc-
ngendalian serta pertanggung, ja-
waban dana opersi khusus dapat
dilaksanakan secara terarah, efek-
_.tif dan efisien. .

3) Pelaksanaan.

a) Untuk mengatasi kelambatan
penerimaan anggaran maka
digunakan dana siap pakai dan

“diupayakan Jumlahnya muax den—

gan kebutuhan.

b) UUDP juga dapat dlgunakan
untuk menanggulangl anggaran
yang belum diterima terutama ter-
hadap salah satu mata anggaran,
untuk mendukung kegiatan-
kegiatan yang menonjol.

~ ¢) Dalam mendukung kegiatan-
~ kegiatan yang bersifat mendesak
_dan-tidak diprogramkan sebelum-

gan DSP"'aﬁ'au"ﬂana penggan-
t/SSB. 41 RS S \

d) Pcmngkatan mﬁa‘s ‘anggaran
T\ disesunikan dengamPk
teahms‘ﬁx lapangau.‘*?*

e) Penyaluran : '.-dan dana

tepah u~\Jaln‘.u bersamain dcngan

! ;am"’ aga% !an‘a ‘rencana,

pcnntah-

A

petunjuk pe-
keb }aksanaan ditepati

y "'se nggats“f?'i ran dapat dicapai
dan dlla“‘ﬁa’nakan baik sebelum

maupun sesudah pelaksanaan
kegiatan Operasi dan pembinaan.
Adapun pengendalian terhadap
keuangan meliputi :

a) Pengecekan terhadap laporan
penerimaan, penyaluran dan: pen-
geluaran anggaran dan dana.

b) Penelitian terhadap admini-
strasi anggaran dan keuangan.
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c). Penerbitan pcraturan-peratur-
an, petunjuk-petunjuk, pedoman-

_pedoman pelaksanaan keuangan
 untuk memudahkan para pelak-

~sana melakukan pekerjaannya.

d) Penempatan pcrsoml keuangan
‘yang tepat, mempunyair imental dan

disiplin yang dapat diandalkan,
karena menyangkut masalah uang.

e) Pengawasan dan pemenksaan

~dengan melaksanakan pengecck :
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juannya benaé-‘t":g sesuai f.lo-
ngan progr}%,mg telah dltcn-

tukan.

f) Semua %&%ﬁt yang. \ée{["lgm,t'
dalam mck% md@hﬂn ;
program dan" bertahg-
gung jawab atas caranpelak
sanaan progr% _“dgrp anggaran
sehingga mampu'n a i sasar-
an yang telah ditet

g) Untuk mencapai efekg ‘m"aan

efesiensi pcnggnnaan - angg;
diadakan :

(1) Peningkatan pengawasan dan
pengendalian secara terus mene-
rus.

(2) Meningkatkan built in control
khususnya pengendalian preven-
tif.

an

h) Harus dicegah terjadinya
penyimpangan prosedur pelak-
sanaan program dan anggaran

IE&,

atau penyimpangan tcrhadap ke-
tentuan—kctcntuan yang berlaku.

26. Bidang Sistim Informasi Polri.
Langkah-langkah yang dilakukan
untuk meningkatkan pembinaan
Sistim Informasi Polri agar mampu.
'me’ndukung Operasi sehingga da-
~ pat mewujudkan keterpaduan
Operassonal Polri, diarahkan pada

_peningkatan fungsi-fungsi manaje-

| ‘me 'pg;ia cmpat aspek sistim

i 5 “”ﬂdm £ o,
Upaya—upaya adglg% Tangka me-
mningkatkan hal terscbut, sebagai
berikut: - e \

W

7 wBrdang Perencanaan...

" 1) Sis tgn ) dan Metof& Menyusun
kctentum-kctcntuan § ' ‘dan | Hu-
bungan 'Ihm Cara Ke!ﬁv '@, _
"Gad“ -badan pelaksan:

i ﬁm‘ig rma "’Polnda‘"ﬂpcnentuan
‘""‘i:ﬂas‘ar (design tun ,)

7 koinpfehcnsxf mtag,zaz}i:_'i
2) Persoml dMenyugun rencana
penyiapan.fenaga persoml dari
;ggx,kmnusdankuahtas

**"k&n ‘ketentuan mengenai kualitas
sarana dan prasarana sertakesiap-
an kondisi dan inventarisasi fasili-
tas.

4) Data dan informasi. Penyusunan
ketentuan yang jelas mengenai
jenis ‘atau macam elemen data
maupun jangka waktu yang dapat
dijadikan bahan untuk penyusun-
an data dan informasi serta sistim



 jaringan berita sebagai pedoman
bagi kesatuan/fungsi pelaksanaan
: pengguna data. :

b. Pengorgamsasmn w5

1) Sistim dan metode. Mcny'lap-
kanfmcnyusun ketentuan/petun-
_ ]uk mengenai prosedur dan meka-
nisme serta wewenang dan tang-
gung ]awab dalam arus data/infor-
masi maupun arus berita secara
integratif

masi yang terkc.tak-k«;ﬁ::fk“ﬂﬁml

dxatur secara’ ]e ‘ ﬁglalam suatu

dapat diten-

tukan struktur kual 1k351 per;ﬁd

3) Fasdzrqfs £7 Vel
dansasxd
pencntuan

aka.nf stan-
lompokan sprta
Mas/kuanq s, fre
rana dan prasarana, pem lhara--
an, pcngcndm fnvcntari.'.‘ waktu
dan biaya pcngadmn dan pcmch-
haraan fasilitas serta tempat pe-
nyimpanannya. - 7 N
4) Data dan mfonnas: ‘Menyusun
pedoman struktur data dan infor-
masi Simin serta tatanan data dan

informasi Silops yang lCrpa‘du.

c. Pelaksanaan.

1) Sistim dan metode. Pelaksanaan
prosedur, mekanisme, wewcnang
dan tanggung jawab mengenai
pembinaan sistim informasi Polri
didasarkan atau merupakan pene-
rapan dari sistim dan metode yang
ada sehingga keterpaduan antar
fungsi pembinaan maupun Opera-

untuk mcnghmdan..
adanya pembinaan smtlm*’mfor-

“"Ixsl

e
ool

sional dapat terwujud. _
2) Personil. Penempatan dan pen-
-gawasan personil disesuaikan den-

" gan keahlian dan kemampuanmnya.

Untuk memperoleh keahlian dan
kemampuan personil yang diha-
rapkan perlu ditempuh melalui
pcnd1d1kan dan latihan serta pena--
jaman kurikulum mcngenau Slspu]
lahjianta.

=3)- Fasilitas. Pcmbmaan mfoanas;

ndisi fasilitas diarahkan
ia at ‘dxmanfaatkan ber-

pun Operr i

o8

/ kanpcngadéiﬁ!fas’ilﬁasb_aru untuk
' mengganti fasﬂahé"s“aat ini yang
“kondisinya sudah fua atau rusak

dan out of date. o W

4) Data dan infonmasi. Agar
dlupayakan  penyeragaman for-
mat, me) informasi
dan berita’ serta pemutakhuan
data schingga data dan informasi

_;wdan ~kesatuan ‘_menguna baik

untuk kcpcrluan bldang pembma-

an maupm Oper: ;' nal dalam
xung ‘operasi Kepo-

m%?af

ﬁ

gtcrla\lmana secara

iy

it

~d: Pengawasan dan pengendalian.

1) Pelaksanaan wasdal terhadap
kcgiatan perencanaan, pengor-
ganisasian dan penyelenggaraan
dari aspek sistim dan metode, per-
sonil, fasilitas serta data dan infor-
masi dilaksanakan secara lebih
efektif melalui kunjungan lang-
sung (on the spot) dan laporan-
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laporan. Hasil kunjungan atau
 laporan selanjutnya diadakan eva-
luasi. untuk bahan . koreks:, _per-

. baikan/pembentukan dan bim-

. bingan guna mewu]udkan sistim

informasi Polri yang bcrdaya guna
dan berhasil guna.

-'2) Mengingat kemampuan tekms

para pejabat Wasdal terbatas,
apabila perlu diikutsertakan per-

_sonil di luar Polri yang memiliki
keahlian di bidang mfomg.s1“ ETee
‘utama yang memiliki”

sebagai analis (k agncg%;ax‘au

keahlian di bldang,xamlek,sehmg-

ga diperoleh ,L@rmast tentang
kelemahan mag” unrkcndala seca-

ra akurat di b'aqgg sistim_infor-

masi Polri. | | A & i
| %‘a} # N i
[ m 4N
b T ’;_ 5 A
¥ o B\ S
\ e g ¢ iy
27. Kesimpulan, Ei&'aﬂ“ura:an dluatas
dapat dxs:mphlk@h,’%ahwa v
a. Keberhasilan'pe i ugas
pokok Polri udak?a‘.gya"ttgf‘%m
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tung pada pclaksanaan tugas
Operasional Polri, tetapi- memer—
lukan dukungan penyelenggaraan
pembinaan sumber daya Polriyang
dapat menciptakan keterpaduan
untuk mcncxpta.kan kondisi Kam-
tibmas yang mantap.

b. Masih ditemuinya kelemahan-
kelemahan dalam penyelenggara-
an pembinaan sumber daya dalam

rangka mcmdukung kegiatan Opc

‘rasional Polri, baik. dalam tahap

perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian
sangat berpengaruh dalam mewu-

judkan keterpaduan antara bidang
" Operasional dengan pembinaan

guna mencapai keberhasilan da-
lam pelaksanaan tugas pokok
Poln '

e Untuk lebih meuiberikan
Fans ~yang leblh berarti penye-

daya eda’l.lm :ﬁc\ﬁdukung Operasi
chohsi%ﬂ dlperlgknn upaya pe-

'dahm? senyeleng-
ga:aan pembmaan"%’ilmﬁer daya
‘yangx‘ﬁ%hpuu Do
1) Pcmbtﬁaan persoil, termasuk
di dalamay: dalam“ﬁﬁfn'ﬁlengga-
 raan pend dlkandanffatiﬁﬁn
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4) Pembinaan Sistim’ Informasi
Polri.ﬁ i ~=ﬂa1~§;:-' ’
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28 Saran Aga; peranan Pembinaan

Sumber Daya dalam mendukung
pelaksanaan Operasi Kepolisian,
sehingga dapat mewujudkan ke-
terpaduan Operasional disaran-
kan:

a. Dalam jangka pendek, mengikut
sertakan fungsi pembinaan dalam
setiap tahap pelaksanaan Operasi
Kepolisian  sejak  tahap-tahap



.'.;__5:'Z:f_._:awal,sehmgga _ . b Da!am Janyca SM dapat__.
i 1) Fungs:pembmaanmmpumgn._.-_ . segeradiwujudkan prodpk tentang

 dukung pelaksanaan Operasi Ke- Manajemen Sumber Daya Polri
 polisian secara optimal. B {a.ng akan berguna dalamspeng:-.
~ lenggaraan pembinaan i
_2) Dgpa_t_: _memmb}:lkan k:ctg;-._ Daya untuk p;ewujudkan l;;ltc:
paduan antara fungsi Operasional o quan Operasional Polri, sejalan
~ dengan fungsi pembinaan dalam.. e deﬂgan PR T iya Mana-

' pelaksanaan Opcras K° pohsxan Jcmcn Operamonal Polri.
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12. | Drs. Muh: Djatmiko Mayor Pol.

13. | Drs. Doctmirow; Y 3 Mayor Pol. | -50090157"

14. | Drs. Didi Rustadi’ + /| -Mayor PolL.' | 5011013’

15. | Drs. Aris B. Sanipoern L’M

16. | Drs. Herry Syafrudin ayo;?j-; 1752010106 | Anggota
17. | Drs. Andi Chaerudin Mayor Pol. | 52090047 | Anggota
18. | Drs. Indarto Mayor Pol. | 50090154 | Anggota
19. | Drs. I Nyoman Antana Mayor Pol. | 51120125 | Anggota

Lembang, Desember 1989
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